
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 140 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

· Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR ~o TAHUN 2023 

BUPATI SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Semarang. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal l 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 11); 



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. besaran insentif; 
b. penerima in sen tif; 
c. sumber insentif; 
d. pemanfaatan dan alokasi besaran insentif; dan 
e. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 
pelaksanaan dalam pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak dan Retribusi. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: 
a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian dan 

pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan 
b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Pasal 2 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan 
atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan 
Retribusi. 

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

12. lnstansi Pelaksana Pemungutan yang selanjutnya disebut Instansi adalah 
satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya 
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi. 

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 



Insentif yang bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

BAB IV 
SUMBER INSENTIF 

( 1) Insentif diberikan kepada Instansi atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara proporsional 

dibayarkan kepada: 
a. Pejabat dan · pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan 

Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; 
b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan 

keuangan daerah; 
c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 

dan 
d. Kepala Desa/Lurah dan Carn.at, dan tenaga lainnya yang ditugaskan 

oleh Instansi. 

Pasal 5 

BAB III 
PENERIMA INSENTIF 

(1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diberikan insentif. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. PBB-P2 sebesar 5°/o (lima persen); 
b. Pajak selain PBB-P2 sebesar 4o/o (empat persen); 
c. Retribusi Jasa Umum sebesar 3% (tiga persen); 
d. Retribusi Jasa Usaha sebesar 5% (lima persen); dan 
e. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 3°/o (tiga persen), 
dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana 
penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD 
tahun anggaran berkenaan. 

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk 
pemungutan Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan yang dikelola 
dengan cara pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 

(5) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 4 

BAB II 
BESARAN INSENTIF 



(1) Insentif sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4, dapat diberikan kepada 
penerii:na Insentif sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 apabila target 
penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalarn APBD dan 
dijabarkan secara triwulan dapat dicapai. 

(2) Pemberian Insentif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk 
meningkatkan: 
a. kinerja Instansi; 
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi; 
c. pendapatan Daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat; 

(3) Pencapaian target penerirnaan Pajak dan Retribusi sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut: 
a. sarnpai dengan triwulan I : 15o/o (lirna belas persen); 
b. sarnpai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen); 
c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan 
d. sampai dengan triwulan IV : 1 OOo/o (seratus persen]. 

(4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, kecuali pernberian Insentif 
triwulan IV akan dianggarkan dan dibayarkan pada APBD tahun 
berikutnya. 

(5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi rnencapai 15% (lirna belas persen) 
atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II. 

(6) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15°/o (lirna belas 
persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II. 

(7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh 
persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum 
dibayarkan dan triwulan IL 

(8) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40°/o (empat puluh 
persen), insentif untuk triwulan II belurn dibayarkan pada awal triwulan 
III. 

(9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lirna 
perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV. 

Pasal 8 

{ 1) Insentif diberikan kepada penerirna insentif sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pasal 5 berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 
disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab rnasing-rnasing penerirna 
Insentif dalam rnendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan 
Retribusi Daerah. 

(2) Pemanfaatan dan alokasi besaran Insentif Pajak dan Retribusi ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 7 

BABV 
PEMANFAATAN DAN ALOKASI BESARAN INSENTIF 



Salinan sesuai dengan aslinya 
.....d~~.A BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN SEMARANG, 

DJAROT SUPRIYOTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NO MOR 3 o 

ttd. 

NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 2.~ C>c.n.....,b1..- ~ otJ 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 'l.~ Dtst,...,b1.r ioi.3 

BUPATI SEMARANG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam · Berita Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

(10) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75°/o (tujuh puluh lima 
perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV. 

( 11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100°/o ( seratus 
perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum 
dibayarkan. . 

(12) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari lOOo/o (seratus 
perseratus) tetapi lebih dari 75°/o (tujuh puluh lima perseratus}, insentif 
diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang .belum 
dibayarkan. 

.J •· 


